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NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PEMAKAIAN WISMA LAMPUNG

DI JAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

. bahwa Wisma Lampung yang terletak dijalan Tomang Raya

Nomor 40 Jakarta vang digunakan sebagai Kantor Penghubung
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan tempat
menginap bagi petugas atau Pejabat Daerah yang melaksanakan
tugas kedinasan di Jakarta perlu dikelola dengan sebaik-baiknya ;

. bahwa schubungan dengan maksud butir atersebut diatas, perlu

dilakukan upava-upaya yang optimal guna meringankan beban
biaya pengelolaan dan pemeliharaan Wisma Lampung ;

bahwa salah satu upaya untuk mewu;udlmn maksud butir b diatas
adalah dengan bah dan ghkatkan pendapatan Daerah
vaitu d kan sebagi gan Wisma Lampung atau
melakukan kerjasama pemanfaatan Wlsma Lampung densan pihak
ketiga serta mengenakan biaya sewa kamar bagi petugas atau
pejabat Daerah vang menginap di Wisma Lampung ;

. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir b tersebut diatas perlu

ditetapkan ketentnan meng faatan dan pemakaian Wisma
Lampung dengan Keputusan Guberml.r Kepala Daerah Tingkat
! Lampung.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung ,

Undang-undang MNomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah ;



Menetapkan

L

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan.
Pertanggung jawaban dan Pengawssan Keuangan Daerah ;

o

. Peraturan Pemerintah Womor & Tahun 1975 tentang Cara
Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Kevangan Daersh dan Penyusuonan
Perhitingan Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah ;

wn

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang
Manual Administrasi Barang Daerah ;

-a

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7
Tahun 1992 ftentang Organisasi dan Tata Kera Sekretariat
Wilavah Daerali Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakwat Dagrah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Lampung Nomor 13
Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung
Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Lampung.

:KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1

LAMPUNG TENTANG PEMANFAATAN DAN PEMAKAIAN
WISMA LAMPUNG DILJAKARTA
BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini vang dimaksud dengan
2. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat T
Lampung ;

c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Lampung .

d. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Pemerintah Daerah
Propinsi Daerah Tingkat T Lampung -

e. Wisma Lampung adalah Mess Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat [
Lampung vang terletak di jalan Tomang Raya Nomor 40 Jakarta



f Biava sewa adalah biaya yang harus dibayar oleh pemakai atan
pengguna kamar Wisma Lampung kepada pengelola Wisma
Lampung sebagai imbalan jasa penggunaan atau pemakaian kamar.

g. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Angeota Dewan adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat [ Lampung dan Tingkat II se- Propinsi Lampung.

BABII
PEMANFAATAN WISMA LAMPUNG

Pasal 2

(1) Fungsi utama Wisma Lampung adalah untuk mendukung kegiatan
vang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
pelayanan bagi aparat Pemerintal Daerah.

(@) iintuk kelancaran pelaksanaan maksud ayat (1) Pasal ini, gedung
Wisma Lampung ditetapkan untuk dimanfaatkan sebagai :

a. Kantor Penghubung Pemerintah Daerah dengan Pemerintah
Pusat;

b. Penginapan bagi petugas atau Pajabat Daerah yang
melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta atau ke Daerah lain
vang memerlukan singgah di Jakarta ;

c. Penginapan untuk masvarakat umum.

Pasal 3

(1) Uniuk  meringankan  beban  biaya  pemelibaraan, perawatan
dan pengelolaan serta untuk menambah dan meningkatkan sumber
pendapatan Daerah, maka sepanjang akan lebth bermanfaat dan
menguntungkan Daerah, Kepala Daerah dapat menyewakan
rogngan lantai 1 (satu) Wisma Lampung atau melakukan
kerjesama pemanfaatan Wisma Lampung dengan pihak ketiga.

(2) Pelaksanaan peny dan kerj dimaksud ayat (1) Pasal ini,
dilakulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berinkn.

BAB I
KETENTUAN PEMAKAIAN WISMA LAMPUNG
Pasal 4

(1) Kamar pada Wisma Lampung kecuali kamar/ruang yang berada
pada lfantat 7 vang diperuntukan khusus sebagai wisma jabatan
Kepala Daerah di Jakarta dan  yang digunakan  untuk



tasilitas’kepentingan Kantor Penghubung dapat digunakan olel
Anggota Dewan, Pegawai Negeri Sipil Pegawai BUMD, Anggota
ABRI dari Propinsi Lampung dan Masyarakat umum’ sebagai
tempat menginap,

(2) Peruntukkan penggunaan kamar Wisma Lampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasalini ditetapkan scbagai berikut :

a. Kamar VVIP, hanya dapat Jdigunakan oleh Kepala Daerah :

b.Kamar VIP. hanva dapat digunaksn  oleh  Wakil
Gubernur  Kepala Daerah Tingkat I Lampung Sekretaris
Wilayah ;' Daeral Tingkat I Lampung. Ketua dan Wakil Ketua
DPRD Propinsi Dacrah Tingkat I Lampung =

o. Kamar standar.  diperuntukkan baei  Pepawai  dan
Pejabat Daerah lainnva serta Masvarakat wmun.

d. Kamar VIP, sepanjang tidak sedang dipergunakan oleh Pejabar
sebapaimana dimaksud pada butir b, dapat digunakan ofch
Fejabat Daerah labmiva maupun oleh masvarakat umum.

(3) Untuk setiap pemakaian kamer Wisma Lampung sebagal tempat
menamart dikenakan bigya sews

Pasal 5

(1) Tlutuk sétiap pemaksion telphone vang merupaken [asilitag Wisma
Lampung dikenakan biaya,

(2) Nebagal bukn penagimaan dan ‘pembavaran biaya pemakaion
telphone. kepada pemaku diberikan tanda buki pembavaran

@) Penerimaan biavs pemakaian telphone dimaksud pada avar
merupakan pendapatan daersh dan harus disetorkan sepenthmiag
Kas Daerali.

BABIV

TARIF SEWA KAMAR
Pasal 6

(1) Kepada pemakai sebaggimana dimaksud padan Uasal 4 aysi 113
Kepuiusan ini. apahila yang Yersangkutan dapat menunjublan Sural
Perintah Penalanan Dinas *SPPDY sang dikeluarkan olelr Persbar
ving berwenang dikenskan tari sewa Kamar vang berlaks bagi ving
bersanakutan



(2) Apahila pemalkai tidak dapat menunjuldan surat-surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenalan tarif yang berlaku untuk
masyarakat wimum.

Pasal l

(1) Besarnya tarif sewa kamar Wisma Lampung ditetap} hagai
herikut.

a. Pemakaian Kamar oleh Anggota Dewan, Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai BUMN dan Anggota ABRI (dengan SPPD):

i. Kamar VIP : Rp. 75000, orang hari
ii. Kamar Standar : Rp. 50000, orang hari
iii. Fkstra Bed : Rp. 202000, hari

b. Pemakaian Kamar oleh masyarakat umum.

1. Kamar VIP : Rp. 150,000, - kamar hari
2. Kamar Standar : Rp. 100,000, - kamar hari
3.Ekira Bed :Rp. 35000, - kamar hari

(2) Tarif sewa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, termasuk pelayanan
minum dan makan pagi

BABY
PENGECUALIAN
Pasal 8

Dikecualikan dari kewajihan biaya sewa lantai 7 (tujuh) yang digunakan
sebagai Wisma Jahatan Kepala Daerah sebagian lantai 2 (dua) yang
digunakan sebagai Kantor Penghubung 2 (dua) kamar untuk fasitas

temat tinggalk Kepala Kantor Penghubung 1 (satu) kamar untuk pengemudi
kendaraan Kepala Daerah di Jakarta. 1 (satu) kamar untuk juru masak dan
1 (satu) kamar untuk petugas pelayanan pramuwisma.

BAB VI
PENGELOLAAN PENERIMAAN SEWA KAMAR
WISHMA BANDAR LAMPUNG

oo,

(1) Penerimaan sewa kamar Wisma Lampung merupakan pendap
Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.




(2, Punerimaan sebagaimana dimaksud ayat {1) Pasal ini. dapat
digunakan langsune oleh Wisma Lampung untuk biaya operasional
+ pelmvanan dan kebersihan vang terdini dan bisya untuk :

. Mukan pagi sebesar Rp: 5.000.-

b, Cuei sprei. sarung bantal. dan handuk sebesar Rp. 5.000,-

¢ Pembenan  peralatun kebersihan dan  perlengkapan kamar
siandi (sabun dan fain-lain ) scbesar Rp. 5.000.-

o Jasy Cleaning  service schesar Rp. 2.500,-

(3) Hasil penerimaan sewa kamar Wisma Lampung yang disetorkan ke
Has Daerali adalah penerimaan setelah dikurangi pengeluaran untuk
Pinva sehagainsana dimaksud pada avat{2) Pasalini.

Penvetoran hasil penerimaan  dimaksud ayat (2) ke Kas Daerah
dilafiiuian setiap 1 (satu) bulan sekali,

BAB VI
UANG PERANGSANG
Pasal 10
(1) Kepuda instansi pengelola dan pembantu diberikan nang perangsang
besarnya ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan

vang herlakie

(2) Talacars permintaan pembayaran uang perangsang dimaksud ayat
11 Posaf mi, ditakukan berdasarkan ketentuan pernndang-undangan
wang berakuy,

(3) Instansi pengelola dan pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1}
Pasal ini. ditetapkan oleh Kepala Dacrah. -

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11
Pengendalian dan peng terhadap terfib pengelolaan dan
pemakaian Wisma Lampung dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat

vang ditunjuk.



PENITTUP
Pasal 12

i1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka $émua ketentuan yang
mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Keputusan ini
dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputisan ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di: Telukhetung
Pada tanggal . 13 Januari 1999.
GUBERNUR KEPALA DAFRAH TINGKAT I LAMPUNG

dio

Drs. OEMARSONO

Tembusan
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2, Muspida Tingkat I Lan di Bandar

3. Kepala Bammwmmmmm» Propinsi Lampung.
4, Kema DERD MbupateanotamadyaDaethm]lse-mumm
5. Bupati | Walikotamiadys Kepala Daerah Tingkat 1 e~ Propinsi Lamipung,

6. Kepals Riro dilingkungan Setwilda. Tingkat I Lampotig &Telul\be’nng.
7. Kepala Kantor Penghubung Pemda Tingkat I Lampung di Jakarts.

8, Direktur Perusahaan Daerah ¢i Bandar Lampung;

9. Himpunan Keputusan,




